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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/PRT/M/2015
TENTANG
BENDUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyimpan air yang berlebih pada saat
musim penghujan agar dapat dimanfaatkan guna
pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada waktu
diperlukan, serta mengendalikan daya rusak air, yang
ditujukan wuntuk kesejahteraan dan keselamatan
umum berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, perlu
membentuk waduk yang dapat menampung air
sebagai bagian dari pengembangan sumber daya air;

Menimbang : b. bahwa waduk sebagaimana dimaksud pada huruf a,
selain berfungsi menampung air dapat pula untuk
menampung limbah tambang atau menampung
lumpur dalam rangka menjaga keamanan serta
keselamatan lingkungan hidup;

c. bahwa untuk membentuk waduk yang dapat
menampung air, limbah tambang, atau lumpur
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sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu membangun bendungan;

d. bahwa untuk membangun bendungan sebagaimana
dimaksud pada huruf c, yang secara teknis dapat
berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunan
sekaligus dapat menjamin keamanan bendungan,
perlu pengaturan mengenai bendungan;

e. bahwa untuk menjaga kelangsungan fungsi waduk
sesuai dengan tujuan pembangunan berdasarkan
Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
tentang Sungai, perlu dilakukan pengelolaan yang
meliputi eksploitasi dan pemeliharaan waduk;

f.  bahwa sesuai maksud pada huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d serta sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki
wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur dan
melaksanakan pengelolaan serta pengembangan
sumber daya air;

g. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam
pembangunan dan pengelolaan waduk sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf e, perlu disusun
pedoman pembangunan dan pengelolaan bendungan
beserta waduknya;

h. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tentang Bendungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
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4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan @ Umum  Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BENDUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan
batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan
menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan
menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga
terbentuk waduk.

2. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat
dibangunnya bendungan.

3. Bangunan pelengkap adalah bangunan berikut komponen dan
fasilitasnya yang secara fungsional menjadi satu kesatuan dengan
bendungan.

4. Kegagalan bendungan adalah keruntuhan sebagian atau seluruh
bendungan atau bangunan pelengkapnya dan/atau kerusakan yang
mengakibatkan tidak berfungsinya bendungan.

5. Pengamanan bendungan adalah kegiatan yang secara sistematis
dilakukan untuk mencegah atau menghindari kemungkinan
terjadinya kegagalan bendungan.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Pemilik bendungan adalah Pemerintah Pusat, pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau badan usaha, yang
bertanggung jawab atas pembangunan bendungan dan pengelolaan
bendungan beserta waduknya.

9. Pembangun bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk
oleh Pemilik bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik
bendungan, atau Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan
pembangunan bendungan.

10. Pengelola bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh
Pemilik bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik
bendungan, atau Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan
pengelolaan bendungan beserta waduknya.

11. Unit pengelola bendungan adalah unit yang merupakan bagian dari
Pengelola bendungan yang ditetapkan oleh Pemilik bendungan untuk
melaksanakan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

12. Komisi Keamanan Bendungan adalah instansi yang bertugas
membantu Menteri dalam penanganan keamanan bendungan.

13. Unit pelaksana teknis bidang bendungan adalah unit yang dibentuk
untuk memberikan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan
Bendungan.

14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

15. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup adalah dokumen yang berisi
upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri
atas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau
dokumen wupaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pengelolaan sumber daya air.

17. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.

18. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.
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Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan
bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

Peraturan Menteri ini bertujuan agar pembangunan bendungan dan
pengelolaan bendungan beserta waduknya dilaksanakan secara tertib
dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, kelayakan
teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, dan keamanan
bendungan.

Pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta
waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus
dilaksanakan berdasarkan pada konsepsi keamanan bendungan dan
kaidah-kaidah keamanan bendungan yang tertuang dalam berbagai
norma, standar, pedoman dan manual untuk meningkatkan
kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian
daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang
atau tampungan lumpur.

Konsepsi keamanan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
terdiri dari 3 (tiga) pilar yaitu:

a. keamanan struktur berupa aman terhadap kegagalan struktural,
aman terhadap kegagalan hidraulis, dan aman terhadap
kegagalan rembesan;

b. operasi, pemeliharaan dan pemantauan; dan
kesiapsiagaan tindak darurat.
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan
pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta
waduknya.

Pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta
waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. bendungan dengan tinggi 15 (lima belas) meter atau lebih diukur
dari dasar fondasi terdalam;

b. bendungan dengan tinggi 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15
(lima belas) meter diukur dari dasar fondasi terdalam dengan
ketentuan:

1) panjang puncak bendungan paling sedikit 500 (lima ratus)
meter;

2) daya tampung waduk paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu)
meter kubik; atau
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